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3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

33)sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236). 
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Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Pemerintah  Kabupaten Majalengka 

Nomor 800/48/PBJ tanggal 10 Februari 2021 perihal 

Rekomendasi Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan 

Barang/Jasa; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN  

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN 

ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN   SEKRETARIAT KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

 

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian 

Anggaran 076 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 : 

 

Nama 

NIP  

Pangkat/Gol. 

Jabatan 

 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

NIA SRI WINIARSIH, S.E. 

197802222011012001 

Penata Muda / III/b 

 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

Pertama pada Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 

PemerintahKabupaten Majalengka. 

 
 

KEDUA 

 
 

: Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-

undangan. 

 
KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama 2 

(dua) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan April 

Tahun 2021. 

 

 






